
 
 

WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

   NOMOR  58  TAHUN 2016 

  TENTANG 

 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN                              
KOTA BENGKULU  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 

Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016, tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan 

dan Kelurahan Kota Bengkulu perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Bengkulu tentang Uraian Tugas dan Fungsi 
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu. 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan   Lembaran   Negara    Republik    Indonesia 
Nomor 1091); 

  2.  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

  3.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 ); 

  6.  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 

Nomor 10); 



 

  7.  Peraturan Walikota  Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota 

Bengkulu Tahun 2016 Nomor 45); 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG URAIAN TUGAS 
DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA 

BENGKULU. 
 

  Pasal 1 

Uraian tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan, disusun 
berdasarkan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu nomor 

45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, 
Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota 
Bengkulu. 
 

Pasal 2 

(1) Uraian tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan  Walikota ini. 

(2) Uraian tugas dan fungsi Kelurahan adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan  Walikota ini. 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

 

  Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal   30 Desember 2016                        
        

WALIKOTA BENGKULU 

  dto  

  

H. HELMI HASAN 
Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal  30 Desember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU 

dto 

MARJON 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ....58..... 



LAMPIRAN  I 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 
NOMOR  58     TAHUN 2016 

TENTANG 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
KECAMATAN 

 

 
 

URAIAN TUGAS  DAN FUNGSI KECAMATAN 

 
A. Tugas  
 

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan 

baik. 
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud situasi yang 

kondusif. 

4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 
Walikota sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan dengan baik. 

5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 
umum sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 

terkoordinasi dengan baik. 

6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan baik. 

7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan 

lancar. 

8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Pemerintahan Daerah Kota yang ada di kecamatan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar urusan dapat berjalan dengan baik. 

9. melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan 
yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan. 

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

B. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf A Camat 

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk 
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kota. 

  

C. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A, Camat 
mempunyai fungsi : 

1. penyusunan Program di Kecamatan. 

2. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat,  Kesejahteraan Sosial dan 

Pelayanan Umum 

3. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di wilayah kecamatan. 
4. pelayanan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan 

dalam perumusan kebijakan bagi Walikota. 

5. pelaksanaan administrasi kecamatan. 
6. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pelayanan lintas kelurahan. 



7. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan lintas sektor. 

8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di kecamatan. 
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
D. Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan, terdiri dari : 

1. Kepala Kecamatan 

2. Sekretariat  
3. Seksi Pemerintahan 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

5. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 

6. Seksi Kesejahteraan Sosial 
7. Seksi Pelayanan Umum 

 

E. Sekretariat 
 

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, 
penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan 

kepegawaian. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1, Sekretariat 

Kecamatan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kecamatan. 

b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan bidang tugas sekretariat kecamatan. 

c. pelayanan administrasi kecamatan, kerumahtanggaan, administrasi 

kepegawaian dan administrasi keuangan. 

d. pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian. 

e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan masyarakat. 

f. penataan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan. 

g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan. 

h. pembinaan administrasi sekretariat kecamatan. 

i. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.  

j. pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan sub bagian di lingkungan 

sekretariat. 

k. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait. 

l. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas. 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 
3. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai  tugas : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan 
Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar. 

b. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 
tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

c. mengelola keuangan pemerintahan kecamatan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk tertibnya administrasi keuangan. 

d. melakukan pengelolaan gaji, tunjangan, uang lembur, Taspen pegawai 
Pemerintahan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran penerimaan gaji, tunjangan, uang lembur, Taspen pegawai. 



e. melakukan perhitungan, penagihan, penyetoran PPn/PPh sesuai 

ketentuan yang berlaku agar penyetoran PPn/PPh dapat dilaksanakan 
tepat pada waktu. 

f. melayani pemeriksaan keuangan oleh aparatur pengawas fungsional 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pemeriksaan 
berjalan lancar. 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub 

Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang 
berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 

h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 

lancar. 
i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan 

kegiatan  Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 
kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar. 

b. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

c. mengelola ketatausahaan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk meningkatkan tertib administrasi. 

d. mengelola barang inventaris /aset pemerintahan kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar lebih tertata dan berdayaguna. 
e. menyiapkan administrasi dan keperluan rapat di Kecamatan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan rapat berjalan lancar. 

f. mengelola urusan rumah tangga pemerintahan kecamatan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 

meliputi : 

1. melaksanakan tugas keprotokolan 
2. mengelola dokumentasi  

3. mengelola kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan tata ruang  

g. menyiapkan data/informasi/statistik di lingkungan Pemerintahan 

Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan 
kegiatan. 

h. mengelola dan memfasilitasi urusan kepegawaian pemerintahan 

kecamatan dan kelurahan meliputi : 
1. mengelola administrasi pegawai. 

2. mengusulkan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, 

sumpah pegawai, ujian dinas, promosi, mutasi, penghargaan, 
pemberhentian dan pensiun. 

3. mengusulkan pembuatan kartu TASPEN, KARPEG, KARIS dan 

KARSU. 
4. membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Sasaran Kerja Pegawai.  

i. mengelola daftar hadir pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

memantau tingkat disiplin pegawai. 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat 

sasaran. 

k. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait 
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan 

lancar. 



l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub 

Bagian Umum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
  

F. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
3. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan sesuai  

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi. 

4. membantu melaksanakan pemungutan Pajak Bumi Bangun dan pajak-
pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

prosentase pembayaran Pajak Bumi Bangunan. 

5. memfasilitasi kegiatan forum koordinasi pimpinan Kecamatan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan. 

6. memfasilitasi kegiatan pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan 

membantu penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan. 

7. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk memenuhi kepentingan  masyarakat. 

8. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga 
sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan pembinaan berjalan lancar. 

9. melaksanakan kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat, lembaga 

masyarakat terkait dalam setiap kegiatan kelurahan sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

10. melaksanakan pengolahan data yang menjadi urusan Seksi Pemerintahan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk bahan pelaksanaan kegiatan. 
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pemerintahan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 

12. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar. 

13. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas: 

 

1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih 

terarah dan berjalan lancar. 
2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas   sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3. mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman 
dan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan. 

4. melaksanakan pembinaan ketentraman, ideologi negara dan politik dalam 

negeri sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan ketertiban. 
5. menyelenggarakan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 

Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas. 



6. mengelola penyelenggaraan keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keamanan dan 
ketertiban. 

7. memberikan rekomendasi pada surat permintaan pelayanan keamanan 

dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan.  
8. menerbitkan surat Izin Keramaian, Partai Politik, Surat Keterangan 

Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Bersih Diri, Surat Izin Penelitian, 

Surat Keterangan Penelitian, Surat Rekomendasi Perekaman di kecamatan 
lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dan 

peningkatan pelayanan. 

9. memfasilitasi kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 

11. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.  

12. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi  

Ketentraman dan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
pertanggungjawaban pada atasan. 

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
 

H. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pembangunan 

Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan 
lebih terarah dan berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
3. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan sesuai  

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi. 

4. mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pembangunan Masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

5. mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba kelurahan tingkat kecamatan, 
kota maupun provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan lomba. 

6. memfasilitasi kegiatan pembinaan pembangunan bidang sarana dan 

prasarana fisik, perekonomian dan produksi di tingkat Kecamatan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan. 

7. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pembinaan 

lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan 
pembinaan berjalan lancar. 

8. memfasilitasi pemanfaatan ruang diwilayah kecamatan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk tertib penataan ruang. 
9. menerbitkan rekomendasi IMB dan HO sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai syarat untuk penerbitan IMB dan HO. 

10. mengelola kebersihan, keindahan dan pertamanan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk keindahan lingkungan. 

11. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pembangunan 

Masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat 

sasaran. 
12. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.  

13. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi  
Pembangunan Masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 
yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 



I. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial 
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah 

dan berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 
tugas   sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3. memfasilitasi pengawasan kegiatan program pendidikan dan pelatihan 

generasi muda, Karang Taruna, Organisasi Kemasyarakatan, Raskin, 
keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita sesuai 

ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 

4. memberikan rekomendasi  surat permintaan pelayanan dibidang 

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelayanan. 

5. menerbitkan Surat Keterangan Belum Nikah, Surat Keterangan Ahli 

Waris, Surat Keterangan Tidak Mampu, Dispensasi Nikah sesuai 
ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

6. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan program 
kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran kegiatan. 

7. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan 
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan. 

8. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan wajib belajar sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. 

9. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan 
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. 

10. mengkoordinasikan pembinaan lembaga adat sesuai ketentuan yang 

berlaku agar kegiatan pembinaan berjalan lancar. 
11. mengkoordinasikan penanggulangan masalah sosial sesuai ketentuan 

yang berlaku agar kegiatan penanggulangan masalah sosial berjalan 

lancar. 
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan 

Sosial sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 

13. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar. 

14. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi  

Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

 
J. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 
berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas    sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
3. memberikan rekomendasi pada pelayanan perizinan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelayanan . 

4. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan 
dan catatan sipil. 

5. memfasilitasi penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat 

Pindah, Surat Keterangan KTP-e dalam proses sesuai ketentuan yang 
berlaku agar tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil. 

6. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Umum 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 



7. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar. 
8. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi  

Pelayanan Umum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
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URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN 

 

A. Tugas 
 

Kepala Kelurahan  menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : 
1. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. 

2. melakukan pemberdayaan masyarakat. 

3. melaksanakan pelayanan masyarakat. 

4. memelihara ketentraman dan ketertiban umum. 
5. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. 

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. 

7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

B. Fungsi 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A 
tersebut Kepala Kelurahan mempunyai fungsi : 

1. pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kota di wilayah Kelurahan. 

2. penyiapan  Informasi mengenai wilayah Kelurahan yang dibutuhkan 

dalam perumusan kebijakan bagi Walikota. 
 

C. Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan sebagai berikut : 

1. Kepala Kelurahan 
2. Sekretaris Kelurahan 

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum 

4. Seksi Pembangunan 
5. Seksi Pelayanan Umum 

 

D. Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas : 
1. menyusun rencana, program dan kegiatan Sekretariat  sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan bidang tugas kesekretariatan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

3. membuat usulan pengadaan kebutuhan operasional kantor sesuai 

ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar. 
4. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan. 

5. mengelola administrasi kepegawaian kelurahan sesuai ketentuan yang 
berlaku agar tertib dan akurat. 

6. mengelola administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar 

tertib dalam penggunaan. 
7. menyiapkan administrasi dan keperluan penyelenggaraan rapat-rapat di 

kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan. 
8. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh 

perangkat pemerintahan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan kegiatan. 



9. mengelola data yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan 

kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan 
kegiatan. 

10. menyusun dan menginventarisir aset-aset kelurahan sesuai ketentuan 

yang berlaku supaya tertib dan terpelihara.  
11. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan umum 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat. 

12. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat kelurahan 
sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 

13. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.  

14. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat 
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan. 

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran kegiatan. 

  

E. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 
1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan 

Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan lebih 

terarah dan berjalan lancar. 
2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah kelurahan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi. 
4. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset Pemerintah Kota dan 

kekayaan pemerintah lainnya di tingkat kecamatan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tertib dan terpelihara. 
5. melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga dan 

Rukun Tetangga. 
6. melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. 

7. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan. 

8. membantu melaksanakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan dan pajak 

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah masyarakat 

dalam pembayaran. 
9. memberikan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas kepada RT/RW 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keamanan dan 

ketertiban. 
10. memfasilitasi pelaksanaan kesadaran hukum dan penegakan Perda sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat. 
11. menyiapkan tempat-tempat strategis pembuatan Pos Komando 

Penanganan Bencana Alam  dan Pos Keamanan Lingkungan di bawah 

koordinasi Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban. 

12. membuat peta rawan bencana dan peta rawan kejahatan sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan evakuasi. 

13. membantu Kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi kepada 
masyarakat yang usahanya belum memilki izin dari pemerintahan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar. 

14. memberikan peringatan dini bahaya bencana terhadap masyarakat sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kesiapsiagaan masyarakat terhadap 

bencana. 



15. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana 

alam dan pemulihan akibat bencana alam di lingkungan kelurahan sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk mengantisipasi bencana. 

16. memberikan pembinaan terhadap personil ketentraman dan ketertiban 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas personil. 
17. melasanakan pelayanan administrasi pertahanan sipil sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk memenuhi kepentingan masyarakat. 

18. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pemerintahan dan 
Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat 

sasaran. 

19. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar. 
20. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi 

Pemerintahan dan Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 
21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran kegiatan. 

 
F. Seksi Pembangunan  mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 
berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 

tugas  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3. melaksanakan pembinaan kegiatan perkoperasian, pengusaha ekonomi 
lemah dan kegiatan perekonomian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat. 

4. melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga 
berencana dan pendidikan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat. 

5. membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan serta menjaga dan 
memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk menjaga kenyamanan lingkungan. 

6. melaksanakan pelayanan administrasi di Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk membantu 

masyarakat dalam mengembangan perekonomian. 

7. menyusun dan membuat Profil Kelurahan sesuai ketentuan berlaku 

sebagai bahan pelaksanaan kegiatan. 
8. menggiatkan gotong royong, kebersihan, dan keindahan pada masyarakat 

Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kenyamanan 

lingkungan. 
9. melaksanakan kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan perekonomian dan 

pelaksanaan pembangunan. 
10. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan. 
11. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, 

GSI, Posyandu, Karang Taruna, Risma sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

12. membantu pelaksanaan pemungutan zakat, infaq dan sedekah sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

13. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia sesuai 

ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar. 
14. membantu kecamatan melaksanakan kegiatan penuntasan kemiskinan, 

pemberdayaan perempuan, olah raga dan kepemudaan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar berjalan lancar. 



15. mengelola data monografi pembangunan dan data yang menjadi urusan 

Seksi Pembangunan di Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 
bahan pelaksanaan kegiatan. 

16. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pembangunan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 
17. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.  

18. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi  
Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. 

19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran kegiatan. 
 

G. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai 
ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 
tugas    sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3. memberikan rekomendasi pada pelayanan perizinan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk memberi kemudahan dan kelancaran pelayanan pada 
masyarakat. 

4. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk memenuhi kepentingan masyarakat.  

5. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 
sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan masyarakat dalam 

mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil. 

6. mengelola data yang menjadi urusan Seksi Pelayanan Umum sesuai 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan. 

7. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Umum 

sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran. 
8. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.  

9. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi  
Pelayanan Umum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pada atasan. 

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
  

 

WALIKOTA BENGKULU, 
 

 

 
 

H. HELMI HASAN 

 
 

 

 

 


